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PUTUSAN

Nomor 182/Pdt. G/2011/PA BIk.
Bl SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadil an Agama  Bulukumba  yang memeriksa dan
mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan
majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang
diajukan oleh
PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekererjaan tidak ada, bertempat tinggal
di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut
Penggugat.

Mel awan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat
tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak
diketahui alamatnya yang  pasti di seluruh
Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang

bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya
bertanggal 2 Mei 2011 vyang terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadil an Agama Bulukumba dengan register Nomor

182/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 2 Mei 2011 telah
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mengemukakan hal- hal sebagai berikut
1. Bahwa Penguggat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2008, di
Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 161/161/V1/2008, tanggal 26 Juni 2008 vyang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan
pula sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah, Penguggat dan Tergugat tinggal
bersama selama tiga tahun di rumah orang tua Penggugat
dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan
selama kurung waktu tersebut Penggugat dan Tergugat
dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK
PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur satu tahun dan sekarang
anak tersebut ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada akhir tahun
2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
kurang harmonis yang disebabkan karena
a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat dan anaknya

b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk

c. Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat
malah marah- marah

5. Bahwa pada bulan September 2010, Tergugat pergi secara
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diam- diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan menurut
informasi Tergugat pergi di Kolaka, dan setelah Tergugat
pergi antara Penggugat dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui
sampai sekarang

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal yang hingga kini telah mencapai delapan bulan
tanpa jaminan lahir dan bathin

7. Bahwa  melihat sikap dan perbuatan Tergugat,
Penggugat  berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut
tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi
Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas yang
telah diuraikan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi
syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim
yang memeriksa dan  mengadili perkara ini, berkenan
memutuskan hal- hal sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penguggat.

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat,
TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT

3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat
tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan

perundang- undangan yang berlaku.
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4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut Kketentuan
hukum yang berlaku
Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan,
penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat
tidak pernah hadir dan tidak pula memberi kuasa kepada
orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah.
Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;
Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati
penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak
berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam
sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan
penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,
penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa
a. Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/161/V1/2008
tanggal 26 Juni 2008 telah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok dan telah bermeterali cukup yang oleh
ketua majelis diberi kode P.
b. Saksi.
1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
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- Setelah menikah, penggugat dan tergugat
pernah tinggal bersama selama kurang Ilebih
tiga tahun dan telah dikaruniai seorang
anak;

- Sewaktu tinggal bersama, mulanya  rumah
tangga penggugat dan tergugat rukun namun
pada akhir tahun 2010, mulai sering terjadi
pertengkaran;

- Penggugat dan tergugat sering bertengkar
karena tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada penggugat dan anaknya, sering minum
minuman  keras hingga mabuk dan kalau
tergugat dinasehati, tergugat malah marah-
marah;

- Kini penggugat dan tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih satu
tahun, berawal ketika tergugat pergi tanpa
sepengetahuan penggugat;

- Saksi tidak tahu kemana tergugat pergi;

- Saksi pernah menasehati penggugat agar
bersabar menunggu  tergugat namun tidak
berhasil;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Saksi kenal penggugat dan tergugat;

- Setelah menikah, penggugat dan tergugat

pernah tinggal bersama selama kurang Ilebih
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tiga tahun dan telah dikaruniali seorang
anak;

-  Sewaktu tinggal bersama, mulanya  rumah
tangga penggugat dan tergugat rukun namun
pada akhir tahun 2010, mulai sering terjadi
pertengkaran;

- Penggugat dan tergugat sering Dbertengkar
karena tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada penggugat dan anaknya, sering minum
minuman  keras hingga mabuk  dan kal au
tergugat dinasehati, tergugat malah marah-
marah;

- Kini penggugat dan tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih satu
tahun, berawal ketika tergugat pergi tanpa
sepengetahuan penggugat;

- Saksi tidak tahu kemana tergugat pergi;

- Saksi pernah menasehati penggugat agar
bersabar menunggu  tergugat namun tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat
membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar
keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap
pada dalil gugatannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal- hal yang
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tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari wuraian putusan ini.
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya
menasehati  penggugat agar kembali rukun dengan tergugat,
namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam
perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan
tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan
kembal i .

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah
dipanggi secara resmi dan patut untuk  menghadap di
persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya
tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan
dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan
jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara
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khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa
surat bertanda P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat
ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk
menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, sehingga
telah  memenuhi syarat formil dan materil sebagai  akta
otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus
dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah
suami istri  sah menikah di Kecamatan ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba pada tanggal 21 Juni 2008;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan
oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung
dalil- dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya
menerangkan hal- hal sebagai berikut

- Setelah menikah, penggugat dan tergugat
pernah tinggal bersama selama kurang Ilebih
tiga tahun dan telah dikarunai seorang
anak;

- Sewaktu tinggal bersama, mulanya  rumah
tangga penggugat dan tergugat rukun namun
pada akhir tahun 2010, mulai sering terjadi
pertengkaran;

- Penggugat dan tergugat sering bertengkar
karena tergugat tidak pernah memberi nafkah

kepada penggugat dan anaknya, sering minum
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minuman  keras hingga mabuk dan kalau
tergugat dinasehati, tergugat malah marah-
marah;

- Kini penggugat dan tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih satu
tahun, berawal ketika tergugat pergi tanpa
sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat
senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat
hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak
mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka,
maka telah ternyata bahwa antara penggugat dan tergugat
telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus
menerus yang bermuara kepada pisahnya penggugat dan
tergugat selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling
memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga Yyang
dial ami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim
berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah
pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat
dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana
maksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk
membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan

tercapai lagi, sehingga mempertahankannnya merupakan
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perbuatan yang sia- sia dan bahayanya akan lebih banyak
dibanding manfaatnya.

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk
merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari majelis
hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali
rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap
tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik
yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil- dalil
gugatan penggugat untuk  cerai dengan tergugat telah
memenuhi  maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1)
R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk  memenuhi maksud Pasal 84
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan kepada
Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal
penggugat dan tergugat, dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 30 hari sejak putusan ini  berkekuatan hukum
tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk

dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)
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Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50
Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada penggugat.
Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang
berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.
MENGADI LI
- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,
tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat,
TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT,
- Mamerintahkan Panitera untuk menyampaikan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu palimg
lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan
hukum tetap;
- Maeamnbebankan kepada penggugat untuk  membayar
seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000.-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari
Selasa tanggal 6 September 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 8 Syawal 1432 H. oleh kami, Drs. M. Fauzi Ardi,

S.H., MMH sebagai hakim ketua, Muh. Arief Ridha, SH., MH
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dan Nurhayati Mohamad, S. Ag., masing- masing sebagai hakim
anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan
didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra.
Kurniati , sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.
Hakim anggota: Ketua majelis,

ttd ttd
Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.M.H. ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.
Panitera pengganti,

ttd

Dra. Kurniati
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Perincian biaya perkara
1. Administrasi : Rp. 50.000.-
2. Pencatatan : Rp. 30.000
3. Biaya panggilan . Rp. 225.000.-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000.-

5. Met er ai . Rp. 6.000.- _

J u m | a h : Rp. 316.000.-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).
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